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PENGANTAR PENULIS

Buku ini diberi judul Hukum Administrasi Negara yang berisi
wrEan fentang praklek penyelenggaraan administrasi dalam suatu
meEwa Sepert! kita ketahul, setiap negara modern merupakan
SESte organisasi yang sangat kompleks. Meskipun Negara Republik
Somesa tergolong negara yang sedang berkembang, namun
Sesmmbian Indonesia sudah merupakan sebuah organisasi negara
yamg romit sekali.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulal, Negara
omesia mempunyai tujuan akhir yaltu suatu masyarakat vang
=N dan makmur materiil dan sprituil brdasarkan Pancasila dan
Usaee-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945,
ASssmistrasi negara pada dasarnya lahir bersamaan derngan
#ESewa negara. Karena itu administrasi negzra scbagai fenomena
S8 dan kegiatan social, serta berkembang bersamaan derngan
peskembangan negara itu sendirl. Jika perkembangan administrasi
mepera dapat dipelajari secara mendalam, maka akan terlihat
Sehwa dalam sejarah terbentuknya suatu negara, administrasi
s=ialy ada di dalamnya.

Perkembangan Hukum Administrasi Negara atau Hukum
38 Usaha Negara atau disebut juga Hukum Tatz Pemerintahan
sangatish pesat dan cakupan lapangan studi Hukum Administrasi
Wegara sangatlah luas. Ada 2 (dua) jenis Hukum Administrasi, yaltu:
Petema. Hukum  Administrasi Umum (olgemeen  deel) yang
Seskenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku
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untuk semua bidang Hukum Adminsitrasi, tidak terikat pada
bidang-bidang tertentu; Kedwa, Hukum Adminsitrasi Khusus
(bifzonder deef), yakni hukurm-hukum yang terkait dengan bidang-
bidang pemerintahan tertentu (misalnya Hukum Lingkungan,
Hukum Tata Ruang, Hukum Pendirian Usaha dan Periziznan, dan
lain sebgainya).

Perkembanagn Hukum Administrasi Negara secara umum
{aigemeen deel) di banyak negara, pada dasarnya bergerak dalam 3
{tiga) taraf secara berturut-turut, yaitu: Pertama: pada awalnya
perkembangan Hukum Administrasi Negara hanya merupakan
suaty perkembangan dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Tulisan-
tulisan diterbitkan untuk menjelaskan bentuk-bentuk hukum
bersama dan dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk itu
membentuk suatu teori. Kedue, mulai diperkenalkannya peradilan
administrasi. Dengan diperkenalkannya Peradilan Administrai
Megara dalam banyak hal, sekaligus diberikan suatu derongan yang
besar terhadap pembentukan teori dalam hukum pemerintahan
umum, Ketiga, pembuat Undang-Undang memutuskan dengan
tujuan menyelaraskan tindakan-tindakan pemerintah untuk
mengadakan pembuatan Undang-Undang umum, yakni aturan-
aturan yang sah yang dalam garis besarmya bagl pelaksaan
wewenang tertentu,

Oleh karena cakupan Hukum Administrasi Negara begitu
luas, maka bahan-bahan limu Hukum Administrasi Negara sampal
hari Ini tidak teratur dalam sistematika tertentu dan  sulit
dikodifikasikan. Kenyataan tersebut memberikan arti pula bahwa
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Materi Hukum Administrasi Megara sampai sekarang masih
terpisali-pisah atau terserak-serak dalam berbagai sub bidang.

Maka darl itu Donner pernah mengemukakan 2 {dua) alasan
mengenal kesulitan untuk menetapkan sistematika dan kodifikasi
Mukum Administrasi Negara, yaitu: Pertama, peraturan-peraturan
Mukum Administrasi Negara berubah cepat dan sering mendadak;
hal inl berbeda dengan peraturan-peraturan hukum privat dan
Wikum pidana yang perubahannya terjadi secara pelan dan
hl_rlngsur=angsur. Kedua, pembuatan peraturan-peraturan Hukum
MImItrasi Megara tidak hanya terletak pada satu tangan, karena
m pembuat undang-undang pusat, hampir semua departemen
dan pemerintah daerah otonom membuat juga peraturan-
peraturan Hukum Administrasi Negara, sehingga lapangan Hukum
Administrasi Negara ini sangat beraneka ragam.

: Bagi mahasiswa khususnya, Hukum Administrasi Negara
merupakan mata kuliah yang dapat membantu mahasiswa untuk
memahami sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan
Antara alat perlengkapan negara dengan perseorangan atau warga
masyarakat. Kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara
Administrasi Negara dengan Warga Negara untuk mengatur
masyarakat.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, setiap tindakan
Administrasi Negara harus selalu berasaskan hukum yang berlaku
80 telah ada sebelum tindakan itu dilakukan. Prinsip inilah yang
#ikanal dengan istilah asas fegafitas. Namun demikian, seperti yang
sutlah diketahui bersama, bahwa hukum tertulis atau undang-



undang tidaklah mudah pembuatannya, sehingga hal ini
mengakibatkan tidak semua permasalahan telah dimuat di dalam
undang-undang, karena fungsi Administrasi Negara adalah
mensejahterakan masyarakatnya. Hal inlah yang disebut dasar
hukum tidak tertulis yang antara lain disebut dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik {good governance). Selain itu ada
kemungkinan Administrasi Negara bertindak bebas asal tujuannya
untuk kepentingan umum dan tidak melampaui aturan negara
hukum. Disamping itu juga, untuk mencegah kesewenang-
wenangan Administrasi Negara dalam melakukan tindakannya
terhadap warpa masyarakat, diperlukan pengawasan baik secara
administrasi maupun secara hukum. Pengawasan secara hukum
inllah akan melibatkan Paradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tulisan ini sebenarnya merupakan kumpulan dari materi
perkuliahan yang diajarkan kepada mahasiswa. Dengan tulisan ini
diharapkan khalayak umum, khususnya Mahasiswa mendapatkan
sedikit pemahaman dari apa yang dimaksud dengan Hukum
Administrasi Negara. Atau paling tidak tulisan ini dapat dijadikan
pedoman bagi mahasiswa dalam memahami Hukum Administrasi
Negara. Dikatakan sedikit pemahaman, karena seperti diuraikan di
atns, bahwa cakupan Hukum Administrasi Negara sangatlah luas
dan perkembangannya begitu pesat, sehingga tidaklah mungkin
semua materl Hukum Administras) Negara tercakup dalam tulisan
vang sangat sederhana Ini. Maka dari itu penulis menceba untuk

merangkum dari berbagal sumber bacaan dan menjadikannya



sebagai buku pedoman bagi khalayak umum dan khususnya bagi
mahasiswa untuk mempelajari Hukum Adminsitrasi Negara.

~ Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan
terima kasih yang sebebsar-besarnya kepada saudara lanpatar
Simamora, SH., MH atas bantuannva dalam mengedit buku ini
sehingga dapat tersaji lebih baik. Tiada pading yang tak retak,
tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala

itlkan yang konstruktif untuk penyempurnaan tulisn ini, penulis

dengan senang hati. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat
|l siapa saja yang ingin mengenal dan bahkan mungkin ingin
ndalami Hukum Administrasi Negara.

Medan, Desember 2013

Penulis

Kasman Siburjan, SH., MH
Victorianus R. Puang, SH., M.Kn., M.Th



PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Pada cetakan kedua ini, materi Buku Hukum Administrasi
Megara inl mengalami sedikit perubahan mengenai materinya,
karena disesuaikan dengan peraturan perundangan yang barl
yaitu Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan. Peraturan perundangan yang relalif baru ini
disahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden
Republik Indonesia dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 17
Oktober 2014 serta didokumentasikan dalam Lembaran Negara
Fepublik Indonesta Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Adapun perubahan yang dimaksud, adanya 2 {dua) materi
vang tidak lagi terzajikan, yaitu tentang Instrumen-instrumen
Pemerintahan dan Sertifikat {Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanah)
dan 2 (dua) materi baru yang ditambahkan, yaitu Pelayanan Publik
dan Penyelenggara Negara Kedua materi yang baru ini sangat
relevan dengan materi Hukum Administrasi Megara, karena Hukum
Adminlstrasi Megara disamping mengatur hubungan antara alat
parlengkapan Negara yang satu dengan alat perlengkapan Negara
yang laln juga mengatur hubungan antara alat perlengkapan
Negara dengan masyarakat. Ketika Hukum Administrasi Negara
mengatur hubungan antara alat perlengkapan Negara dengan
masyarakat, dl sinl Hukum Administrasi Megara merupakan
himpunan peraturan-peraturan istimewa. Kata “istimewa” disin|

dimaksudkan, bahwa kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh
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vistrasi Negara, sehingga semua masyarakat atau penduduk
tunduk pada perintahnya. Adapun wujud darl kekuasaan
@ itu, adanya kekuasaan memaksa agar perintah
‘administrasi Negara dapat ditaati.
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BAB |
PENDAHULUAN

1, Definisi Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara

Banyak batasan pengertian (definisi) yang dapat

Wikemukakan oleh para ahli tentang Hukum Administrasi Negara

Beserta cakupan-cakupannya. Sebelum sampai pada pembahasan

Apa Itu Hukum Administrasi Negara, akan lebih baik jika terlebih

dulu mengerti beberapa istilah tersebut di bawah ini.

Administrasi dalam arti sempit

Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tulis
menulis, catat-mencatat, surat menyurat, ketik-mengetik
serta penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang
hanya bersifat teknis ketatausahaan belaka. Menurut
Dimack dan Koenig, pengertian Administrasi dalam arti
sempit adalah suatu kegiatan daripada badan eksekutif
dalam penyelenggaraan pemerintahan'. Dalam pengertian
yang sempit ini, maka pengertian administrasi jtu sama
dengan pengertian tata usaha. Dengan demikian kegiatan
tata usaha itu hanyalah sebagian dari kegiatan administrasi.
Administrasi dalam arti luas

Kata Administrasi, berasal dari bahaca Latin "Administrare”
yang berarti  melayani (“to serve”) . lLeonard D. White
dalam bukunya “Introduction on the Study of Public

' Ano Karno Latief, Studi Administrasi Megara, Bandung: Sinar Bane 1081, b 3



Administration” mendefinisikan administrasi sebagai suaty
proses yang umumnya terdapat pada semua usaha
kelompok, negara atau swasta sipil atau militer, usaha yan
besar atau yang kecil.
Administrasi Megara
H. A Simon di dalam bukunyz “Public Administration”
mendefinisikan Administrasi Negara sebagai kegiatan da
sekelompok manusia mengadakan usaha kerjasama uniuk
mencapai tujuan bersama. Begitu pula menurut Dimock dan
Koenig, dalam pengertian luas, Administrasi Negar
didefinisikan sebagai kegiatan dari negara dalam
melaksanakan kekuatan politiknya. Sementara itu £, Utrechit
mendefinisikan administrasi negara sebagai complex
ambien atau pabungan jabatan-jabatan administrasi yang
berada di bawah pimpinan Pemerintahan melaksanakan
tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan
Pengadilan dan Legislatif. .
Dwight Walds mengatakan bahwa Administrasi Negara
adalah organisasi dan management dari manusia dan benda,
guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sedangkan CST|
Karsil mengemukakan tiga arti Administrasi Negara, yaitu:
a. Sebagai Aparatur Megara, Aparatur Pemerintah atau
Instansi Palitik {kenegaraan} artinya meliputi organ yrang.l
berada di bawah Pemerintah, mulai dari Presiden,

Menteri dan  semua organ  yang menjalankan

Administrasi Negara,



b. Sebagai fungsi atau sebagai aktivitas, yaknl sebagal
kegiatan Pemerintahan artinya sebagal keglatan
mengurus kepentingan negara.

€. Sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-Undang,
artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam
menjalankan undang-undang.

A Administrasi Pemerintahan menurut Undang-Undang
Namor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan®
adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/fatau
tindakan oleh badan danfatau pejabat pemerintahan.’
Badan danfatau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang
melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan
pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya,
Sementara itu fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam
melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi
fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan dan perlindungan.

5 Pemerintahan dalam arti luas {Governament in Broader
Sense)

Pemerintah dalam arti luas (Government in Broader Sense)

adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara, mulai dari

pemerintah pusat sampai dengan daerah yang terdiri darl
eksekutif, fegisfetlf dan yudikotif. Dengan kata lain

[Mundangkan di Jakara pade lapggal 17 Okiober 2004 dan ditulis dalam
[embaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 292
"Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014



BAB XIV
OMBUDSMAN

Perubahan  kehidupan bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat merupakan amanat daripada Reformasi. Perubahan
tersebut meliputi perubahan kehidupan yang didasarkan pada
Penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang dempkratls
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, mencimakan..k‘éadilan
dan kepastian hokum bagi seluruh warga Negara sebagaimana
dimaksudkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Apabila melihat kembali ke belakang (sebelum reformasi),
Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan diwarnai depgan
praktik Maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi dan
nepatisme, sehingga mutlak diperlukan reformasi  birokrasi
penyelenggaraan Megara dan pemerintahan demi terwujudnya
Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan yang efaktif dan
efisien, jujur, bersih, terbuka serta bhebas darl korupsi, kolusi dan
nepotisme.

Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan yang baik
hanya dapat dicapai dengan peningkatan mutu éparatur
Penyelenggara Negara dan Pemerintahan serta penegakan Asas
asas Pemerintahan  Umum  vyang Baik (APUB)  Untuk
penyelenggaraan  pemerintahan  yang bailk dan upaya
meningkatkan pelayanan public dan pencgakan hukum diperlukan

keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif
289



Mampu  mengontrol tugas

Penyelenggarg Negara
pemerintahan.

Penyelenggara Negara adalah pejaba
menjalankan  fungsi pelayanan public yang tugas paol
berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuaj
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah telah melakukan

Pengawasan internal A
demikian

Pengawasan internal tersehuyt dalam impleme
ternyata tidak memenuhi
objekt

harapan masyarakat, baik darl
Hitas maupun akuritabifitasnya. Dari kondisi tersebut, f
Presiden pada tahun 2000 berupaya untulk mewujudkan refe
penvelenggaraan Negara dan pemerintahan d
Komisi Ombudsman Nasional

engan membe
melalui Keputusan Presiden Ng
44 Tahun 2000. Kamis Ombudsman Nasional bertujuan un

membantu menciptakan dan mengembangkan kondisl

-‘l
kondusif dalam melaksanakan pPemberantasan korupsi, kol
nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat aj
mermperoleh pelayanan public, keadilan dan kesejahteraan.

Agar fungsi, tugas dan wewenang Komisi Ombudsma

Nasional lebih dioptimalkan, maka perly dibentuk Undang-Undan

tentang ombudsman Republik Indonesis sebagal landasan hokir

yang lebih jelas dan kuat Hal ini sesuai pula dengan amanay

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakvat Nomor VI/MPR/ 2003
tentang Rekomendasi  Arah Kebijakan

Pencegahan Korupsi, kolusi

Pemberantasan
dan Mepotisme vang salah satu va

memrintahkan dihentuknya Ombudsman dengan Undang—Undan:'-



Pada saat belum ada Komisi Ombudsman Nasional,
pengaduan pelayanan public hanya disampaikan kepada Instans
yang dilaporkan dan penanganannya sering dilakukan aleh pejabat
vang dilaporkan, sehingga masvarakat belum memperoleh
perlindungan  yang memadai. Selain daripada itu, untuk
menyelesaikan pengaduan pelayanan public, selama ini dilakukan
dengan mengajukan pugatan melalui pengadilan, Penyelesaian
melalui Pengadilan tersebut memerlukan waktu cukup lama dan
biaya yang tidsk sedikit. Untuk itu diperlukan lembaga tersendiri
yakni Ombudsman Republik Indonesia yang dapat menzngani
pengaduan pelayanan public dengan mudah dan dengan tidak
memungut biaya. Ombudsman republic Indonesia tersebut
mearupakan lembaga Megara yang dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya bebas dari campurtangan kekuasaan lainnya.

1, Definisi Ombudsman

Secara etimologi kata "Ombudsman”™ itu berasz| dari bahasa
Swedia kuno, yaitu dari kata wumbudsmann yang artinya
perwakilan. Selain  di tingkat pemerintahan, ternyata kata
cmbudsman juga dapat ditemui dalam perusahaan, universitas dan
media massa. Ombudsman ini merupakan Lembaga Negara yang
mempunyal  kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik, haik yang diselenggarakan oleh penyelenggara
negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan aleh
Badan Usaha Milik Negara (BUMN}, Badan Usaha Millk Daerah
{BUMD) dan Badan |lukum Milik Negara (BHMN) serta swasta atau
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laporan atau dari pejabat yang mendapat laparan itu sene '.
jumiah dan macam laporan yang ditolak untuk diperiksa <are
tidak memenuhi persyaratan; ) laporan keuangan; dan g} keg at
yang sudah atau yang belum terlaksana dan hal-hal yang diang
pariu.

lika dianggap perlu, Ombudsman dapat mendirik
perwakilan Ombudsmon di daerab Provinsi atau Habupa"tenﬁ (ot
Ferwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud mempl
hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin  ole
seorang kepala perwakilan. Kepala perwakilan dibantu oleh asister
Ombudsman. Ketentuan mengenai fungsi, tugas dan wewenas

Ombudsman secara mutatis mutandis™ berlaku bagi perwakil
Ombudsmon,

¥ Yang dimaksod dengan “mutatis mutandis® adalah ketentuan mengenai fungsi.
mgas dan wewenang Ombudsman yang berlako bagi Owbudsman juga berlaky
bagi perwakilan  Ombudsman dengan  melakukan  perubahan-perubahan
seperlunya.

2
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